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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian tanah 

tersebut kepada subyek kepemilikan tanah adalah pengertian dari pengadaan 

tanah, ini merupakan penjabaran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2012. Subyek yang berhak dalam hal ini adalah pihak yang memiliki 

atau menguasai obyek pengadaan tanah, sehingga segala bentuk yang ada baik 

diatas tanah ataupun dibawah tanah serta benda yang melekat di atas tanah 

tersebut sehingga dapat dinilai maka dapat dikatakan obyek pengadaan tanah. 

Upaya pembangunan untuk fasilitas umum semakin meningkat seiring 

peningkatan kemakmuran dan pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah 

penduduk tentunya beriringan dengan kebutuhan fasilitas umum seperti: 

fasilitas jalan umum, jalan pedesaan, jalan provinsi, jalan tol, tempat 

peribadatan, sarana olahraga, sarana Kesehatan, dan lain-lain. 

Peningkatan kebutuhan infrastruktur ini, mendorong pemerintah pusat 

maupun daerah untuk terus mendorong proses pembangunan. Hal ini yang 

mendorong peningkatan kebutuhan tanah untuk pembangunan, selain itu 

ketersediaan tanah ini juga yang menjadi faktor penghambat jalanya proses 

pembangunan infrastruktur. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

dijelaskan pembangunan jalan tol merupakan bagian dimana memerlukan 

adanya pengadaan tanah. Dimana hal ini juga berlaku dalam pengadaan tanah 

Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang masuk dalam salah satu prioritas Provinsi 

Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Peta Rancangan Tata Ruang 

Wilayah (RTRW).  

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang-

Pekanbaru melintasi tanah masyarakat hukum adat Minangkabau. Tertuang 

dalam PP 19 Tahun 2021 menjelaskan mengenai sekelompok orang yang 

memiliki kesamaan secara geografis dan historis kepemilikan tanah secara turun 

temurun dari leluhur dan mendiami dalam satu wilayah tertentu disebut sebagai 
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masyarakat hukum adat. Tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat 

bersifat berdiri sendiri dengan tidak dilekati oleh hak pengelolaan maupun hak 

atas tanah sesuai dengan PP 19 Tahun 2021 Pasal 23 ayat (3). Tanah tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Selain memiliki 

fungsi sebagai tempat tinggal, tempat penghidupan, tempat dikebumikan dan 

sebagaimana kepercayaan dari sejak dahulu tanah adalah tempat para roh 

leluruh serta sebagai tempat tinggal para dewa-dewa pelindung. 

Keberadaan hukum adat di Indonesia diakui serta diatur dalam Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2). Khusus di Provinsi Sumatera 

Barat telah diterbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2008. Perda tersebut menjelaskan 

mengenai jenis tanah ulayat yang ada di wilayah Sumatera Barat serta struktur 

dari tanah ulayat tersebut. Jenis tanah ulayat terbagi menjadi 4 bagian yaitu 

tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo. 

Beberapa jenis tanah ulayat ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal 

identifikasi penguasaan dan kepemilikan tanah. 

Sistem kepemilikan tanah masyarakat Minangkabau adalah sistem 

matrilineal, sistem ini bersifat komunal, dimana tanah dimiliki secara bersama-

sama dan penentuan kepemilikan tanah berdasarkan garis keturunan ibu, tanah 

sangat berperan penting dalam suatu kaum ataupun kelompok, sehingga 

masyarakat Minangkabau memiliki hubungan erat dengan tanah walaupun 

tanah yang dimilikinya tidak banyak, sedangkan kelompok masyarakat adat 

yang tidak mempunyai tanah dianggap oleh masyarakat yang lain tidak 

memiliki asal usul yang jelas.Tanah adat Minangkabau lebih dikenal dengan 

tanah ulayat, dimana tanah ulayat merupakan asset masyarakat yang tidak 

ternilai harganya. Salah satu ungkapan dalam adat Minangkabau, masyarakat 

adat tersebut berkewajiban menjaga maupun mempertahankan tanah ulayat agar 

tidak habis. Paham inilah yang menjadi suatu tantangan ataupun halangan 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang-

Pekanbaru, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk menyukseskannya. 

Pelaksanaan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru dimulai sejak tahun 

2017 hingga kini progres konstruksi baru mencapai 38,206%, salah satu faktor 
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penghambat yaitu proses pembebasan yang baru mencapai 55,01% 

(Liputan6.com 2021). Kendala besar yang dihadapi adalah terkait pembayaran 

ganti kerugian tanah yang terkena proses pengadaan tanah, hal ini dikarenakan 

tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Selain itu, pemberian ganti kerugian 

dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan didalam kaum 

masyarakat adat seperti besaran pembagian masing-masing anggota kaum. 

Dewi, Sutaryono dan Nurhikmahwati (2020) telah melakukan kajian 

mengenai permasalahan pengadaan tanah yang mengenai tanah adat di Jalan 

Tol Padang-Sicincin. Hasil kajian menyebutkan bahwa terdapat faktor 

penghambat pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol di Sumatera Barat yang 

objeknya merupakan tanah ulayat. Peta permasalahan yang terjadi secara detil 

antara lain kurang jelasnya status tanah ulayat baik secara subjek maupun objek 

yang terkena pengadaan tanah, dokumen perencanaan pengadaan tanah yang 

kurang baik, prinsip konsultasi yang bermakna belum menggunakan 

pemerintah daerah dalam sosialisasi maupun konsultasi publik, status tanah 

ulayat yang bersifat komunal yang belum dipertimbangkan dalam proses 

penilaian ganti kerugian, serta kurangnya keterlibatan masyarakat yang berhak 

dan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan. Solusi penyelesaian 

permasalahan pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat ini hingga saat ini 

belum ada yang cukup memadai.  

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti mengkaji mengenai keberadaan 

masyarakat hukum adat yang terdampak pengadaan tanah Jalan Tol Padang-

Pekanbaru, terutama yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Trase II yaitu 4,2 

km sampai dengan 32,4 km, dimana Trase I sudah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya. Lokasi penelitian secara geografis masih menggunakan hukum 

adat yang jelas yaitu hukum adat Minangkabau. Pelaksanaan pengadaan tanah 

ini melintasi 5 (lima) kecamatan dengan 15 (lima belas) kenagarian. 
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B. Rumusan Masalah 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah pusat maupun 

daerah untuk terus mendorong proses pembangunan infrastruktur. Penyediaan 

sarana infrastruktur di Sumatera Barat terkhusus penyediaan jalan tol 

merupakan yang pertama kali dilaksanakan. Pembayaran ganti kerugian tanah 

dengan nilai besar seharusnya tidak menjadikan kendala dalam kegiatan 

pengadaan tanah. Pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan Tol Padang-

Pekanbaru dimulai sejak tahun 2017 hingga kini progres konstruksi baru 

mencapai 38,206%, salah satu faktor penghambat yaitu proses pembebasan 

yang baru mencapai 55,01% (Liputan6.com 2021). 

Pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru berada diatas 

tanah masyarakat adat Minangkabau dimana jika berbicara mengenai tanah 

masyarakat adat tentunya ada berbagai kekhususan dan masalah tersendiri. Hal 

ini yang menjadi dasar peneliti merumuskan masalah mengenai permasalahan 

apa saja yang timbul dalam proses pengadaan tanah Jalan Tol Padang-

Pekanbaru (Trase II). 

Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru masuk dalam Program 

Strategis Nasional (PSN) sehingga prosesnya selalu dipantau dengan ketat oleh 

pemerintah pusat. Adanya berbagai masalah yang timbul menuntut pelaksana 

pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru memiliki solusi guna mencapai 

adanya percepatan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN). 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Permasalahan yang timbul pada proses pengadaan tanah Jalan Tol Padang-

Pekanbaru (Trase II) dalam perspektif hukum adat di Padang Pariaman. 

2. Strategi apa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian permasalahan yang 

timbul pada pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru (Trase II), serta 

dapat memberikan saran dan masukan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan 

terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum di daerah hukum adat 

khususnya adat Minangkabau. 

2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan penelitian di bidang 

pertanahan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum di daerah 

hukum adat khususnya adat Minangkabau. 

3. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di daerah yang 

masih menganut hukum adat. Sehingga dapat menyempurnakan peraturan 

pengadaan tanah yang berkaitan dengan kawasan hukum adat. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan banyaknya permasalahan yang timbul 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru timbul karena 

kurangnya sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat yang terdampak 

diantaranya mengenai kurang intensif dan detailnya pendataan pada tahap 

perencanaan dan konsultasi publik maupun konsultasi publik ulang, sehingga 

menyebabkan terjadinya penolakan oleh pemilik tanah yang terkena pengadaan 

tanah, menyebabkan adanya gugatan keputusan penetapan lokasi pengadaan tanah, 

terjadinya penolakan pelaksanaan pengukuran, penolakan terhadap ganti kerugian 

yang dianggap kecil oleh masyarakat terdampak, kesulitan dalam pengumpulan 

alas hak dan data kepemilikan tanah karena merupakan tanah kaum atau tanah 

suku. 

Solusi penyelesaian dari berbagai masalah yang ada mengingat kegiatan 

pengadaan tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru masuk kedalam Proyek Strategis 

Nasional (PSN) sehingga harus ada solusi dari setiap permasalahan yang ada secara 

cepat. Beberapa solusi tersebut diantaranya pemberian sosialisasi yang lebih 

intensif kepada masyarakat yang terkena dampak terkait proses pengadaan tanah 

serta bentuk ganti kerugian dan juga mengenai pemenuhan persyaratan administrasi 

pertanahan sebelum diberikan ganti kerugian dan proses pelepasan hak. 

Peningkatan peran KAN dalam percepatan pengurusan alas hak atau bukti 

pemilikan tanah ulayat, pembentukan tim khusus dalam lembaga KAN untuk 

penyelesaian persoalan pertanahan, dimana KAN merupakan lembaga penyelesain 

pertama yang bertugas memediasi dan menengahi penyelesaiannya. Jika 

berdasarkan identifikasi merupakan tanah adat, untuk memperkecil ruang keberatan 

atau penolakan, saat konsultasi publik tidak hanya mengundang salah satu anggota 

kaum, namun diusahakan lebih sehingga pada saat musyawarah dalam kaum dapat 

meminimalkan perdebatan pemahaman pelaksanaan pengadaan tanah. Khusus 
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penolakan pengukuran maka pelaksana pengadaan tanah melaksanakan 

pengukuran dengan pengawalan apparat yang berwenang. 

B. Saran 

1. Pada kegiatan pengadaan tanah khususnya pada tahapan perencanaan 

sebaiknya mengikutsertakan BPN dalam penyusunan dokumen 

perencanaan hal ini dikarenakan BPN mempunyai data-data pertanahan 

dilokasi yang akan dilaksanakan pengadaan tanah, sehingga kedepan nya 

data-data tersebut dapat dijadikan satu acuan dalam kerangka kerja 

pengadaan tanah. 

2. Perlu adanya suatu platform media sosial yang digunakan oleh pemerintah 

dalam menyebarkan informasi terbaru terkait pengadaan tanah diwilayah 

yang terkena pengadaan tanah, hal ini agar masyarakat dapat secara cepat 

dan update dalam menerima informasi dan meminimalisir terjadimya 

misskomunikasi informasi yang didapatkan. 

3. Berkerjasama dengan dinas terkait mengenai percepatan konversi data 

kependudukan masyarakat terdampak pengadaan tanah menjadi E-KTP. 
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